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ABSTRAK

Veby Fitriani. 04020220150. Dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang
Fenomena No Viral No Justice Sebagai Trial By Social Media Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurul Qamar,
S.H.,M.H sebagai ketua pembimbing dan Muhammad Ya'rif Arifin, S.H.,M.H
sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan umtuk mengkaiji fenomena No Viral No Justice sebagai
gejala sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat serta
menganalisis dam paknya terhadap independensi hakim dalam sistem
peradilan pidana di indonesia. Fokus penelitian tidak terletak pada penilaian
norma hukum, melainkan bagaimana opini publik digital mempengaruhi
perilaku institusi penegak hukum dan mengubah legitimasi hukum di ruang

publik digital dari mekanisme formal.

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan sosiologi hukum (socio-legal)) menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan vii meliputi bahan hukum primer,sekunder, dan tersier, serta data
empiris sekunder yaitu laporan lembaga dan putusan pengadi lan. Analisis ini
dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, termasuk

perbandingan penanganan perkara viral dan non viral.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena No Viral No Justice
dipengaruhi oleh krisis kepercayaan masya rakt, disfungsi struktural sistem
peradilan pidana, dan peran media sosial sebagai kontrol sosial non-formal.
Viralitas perkara memengaruhi prioritas penangan kasus dan mencip takan
dispansi akses keadilan yang bertentangan dengan asas persamaan di
hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Tekanan opini publik digital juga mendorong praktik trial by social media yang
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berpotensi melemahkan asas praduga tak bersalah sebagaimana ditegas kan
dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini merekomendasikan penguatan
independensi peradilan, pembenahan komunikasi publik aparat penegak
hukum, serta pening katan literasi hukum masyarakat, mengingat adanya
pergesekan orientasi penegakan hukum dari rule of law menuju rule of opinion,

agar penegakan hukum tetap berjalan secara adil.

Kata kunci: No Viral No Justice, Sosiologi Hukum, Trial By Social Media,Law

In Action, Independensi Hakim.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan keadilan
sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat).
Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana bekerja untuk
menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi

manusia.

Namun, efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan
formal, melainkan juga oleh dinamika sosial yang melingkupinya. Sosiologi
hukum menjelaskan bahwa hukum harus dipahami melalui dua dimensi,
yaitu das Sollen (hukum ideal), dan das Sein (realitas sosial) yang muncul
dalam masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip normatif seperti persamaan
di depan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan due process
diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan
KEPPH (kode etik dan pedoman perilaku hakim), praktik di lapangan
menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas hukum dan

implementasinya..
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Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai gejala
sosial yang memengaruhi struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat
itu melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat." Fokus kajian
bukan hanya apakah hukum telah dilanggar, tetapi lebih jauh mengapa
fenomena sosial tertentu muncul dan bagaimana hal tersebut
memengaruhi bekerjanya sistem hukum. Dalam konteks inilah, media
sosial sebagai ruang publik baru, telah mengubah relasi antara

masyarakat dan hukum.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial,
hubungan antara hukum dan masyarakat semakin dipengaruhi. Media
sosial bukan lagi hanya alat untuk berkomunikasi, melainkan telah
berubah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan orang untuk
berinteraksi dan menciptakan opini secara cepat dan luas. Dalam situasi
ini, muncul fenomena dengan sebutan No Viral No Justice (tidak viral, tidak
ada keadilan) yang berarti bahwa kasus hukum baru akan mendapat
perhatian dan penanganan penegak hukum jika menjadi viral di media
sosial terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan pergeseran sumber

legitimasi hukum dari mekanisme formal menuju opini publik digital.

1 Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). Sosiologi Hukum (Sociology of Law). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana
media.him.230.
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Fenomena No Viral No Justice mencerminkan menurunnya tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Persepsi bahwa
aparat penegak hukum cenderung lamban atau kurang responsif dalam
menangani perkara yang tidak mendapat sorotan publik mendorong
masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana alternatif untuk
mencari keadilan. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai
mekanisme kontrol sosial nhon-formal yang memungkinkan pembentukan
opini publik secara cepat dan masif. Sehinga Kondisi tersebut melahirkan
praktik trial by social media, yaitu situasi ketika tekanan opini publik digital
digunakan untuk mendesak penegakan hukum, sehingga sumber
legitimasi hukum tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada prosedur formal,
melainkan bergeser menuju opini publik digital. Pergeseran ini menandai
melemahnya legitimasi institusi hukum  serta  meningkatnya

ketergantungan pada mekanisme sosial di luar sistem peradilan formal.?

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam beberapa
kasus yang menjadi perhatian publik. Kasus Vina Cirebon, misalnya,
sempat mengalami stagnasi penanganan selama bertahun-tahun dan
baru kembali mendapat perhatian serius setelah populer di media sosial

pada tahun 2024. Tekanan opini publik digital mendorong aparat penegak

2 Nabillah, r. S., & saputra, m. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap
penegakan hukum: studi sosiologi hukum tentang fenomena'no viral no justice'. Causa: jurnal
hukum dan kewarganegaraan, 16(1), 991-1000.
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hukum untuk melakukan peninjauan ulang terhadap perkara tersebut. Pola
serupa juga tampak dalam kasus Ronald Tannur pada tahun 2024, di mana
meningkatnya eksposur publik di media sosial diikuti oleh percepatan
penanganan perkara dan pengawasan publik yang lebih intens terhadap
proses hukum yang berjalan. Contoh-contoh ini memperkuat persepsi
masyarakat bahwa viralitas berperan sebagai pemicu utama aktivasi

respons institusi hukum.

Uraian contoh kasus tersebut tidak dimaksudkan untuk
menggeneralisasi kinerja aparat penegak hukum, sebaliknya itu bertujuan
untuk menunjukkan kecenderungan struktural dalam praktik penegakan
hukum ketika berhadapan dengan tekanan opini publik digital.

Data empiris menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan
persoalan struktural yang serius. Laporan Komisi Yudisial Republik
Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar masyarakat menilai
aparat penegak hukum baru bertindak tegas setelah suatu perkara menjadi
viral di media sosial.® Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun
2025 juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap keadilan

lebih mudah diperoleh ketika suatu kasus mendapat perhatian publik yang

3 Komisi Yudisial Republik Indonesia,(2024,26 februari). Laporan Tahunan Komisi
Yudisial. Jakarta.LAKIP.diakses pasa tanggal 1 oktober 2025.
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luas. 4+ Sementara itu, laporan Transparency International Indonesia tahun
2024 mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
penegak hukum, yang mengindikasikan adanya pergeseran orientasi dari
rule of law menuiju rule of opinion. ® Data-data tersebut menegaskan adanya
disfungsi dalam sistem penegakan hukum yang perlu dikaji secara

mendalam.

Fenomena keadilan berbasis viralitas menimbulkan berbagai implikasi
sosial dan hukum. dalam perspektif masyarakat, kondisi tersebut
memunculkan dua problem utama. Pertama, muncul vigilantisme digital,
ketika masyarakat mengambil alih peran hukum melalui kecaman publik,
penyebaran identitas, hingga penjatuhan stigma sebelum proses pembuktian
di pengadilan. Kondisi ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan
dapat menimbulkan konsekuensi sosial serius meskipun seseorang belum
dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kedua, fenomena keadilan berbasis
viralitas menciptakan ketidakadilan struktural karena mempercepat
penanganan perkara yang ramai di media sosial, tetapi mengabaikan perkara

yang tidak viral. Kondisi ini bertentangan dengan asas persamaan di depan

* Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN,(2025). Survei Persepsi
Publik terhadap Kecepatan Penanganan Kasus Hukum di Era Digital,Laporan Riset Nasional
BRIN, Jakarta, him. 14.

> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).(2024,25 juni)
Laporan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum di Indonesia.Jakarta.kontraS,diakses pada 1
oktober 2025.
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hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945

mengindikasikan adanya kesenjangan keadilan dalam masyarakat.

Di sisi lain, Tekanan opini publik digital juga berpotensi mengganggu
independensi peradilan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib
menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk intervensi. Namun, dalam
perkara yang viral, ekspektasi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat
menimbulkan tekanan psikologis dan reputasional terhadap hakim. Kondisi ini
menimbulkan dilema antara kewajiban menegakkan hukum berdasarkan fakta

dan bukti dengan tuntutan publik yang bersifat populis.®

Fenomena no viral no justice juga relevan dikaji dari perspektif Islam
tentang keadilan dan kehati-hatian dalam menilai informasi. Kecenderungan
tidak viral, tidak diproses sejatinya berlawanan dengan ajaran Al-Qur’an
dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 6 agar setiap berita diteliti terlebih dahulu
sebelum dijadikan dasar tindakan. Tidak ada keadilan yang tidak viral di

media sosial sebenarnya mirip dengan peringatan allah swt, yang

6 Gussela, Evi, Nisa Kurniawati, dan Arif Satria,(2024).Fenomena No Viral No
Justice dan Perubahan Legitimasi Hukum di Era Media Sosial,Lex Renaissance: Jurnal Kajian
Hukum dan Keadilan, 9 (1). him. 47-52.
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menyatakan bahwa setiap informasi harus diperiksa sebelum dipercaya atau

dijadikan dasar untuk tindakan.” Allah SWT berfirman:

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang
kepadamu membawa berita penting, maka telitilah
kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum
karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali
perbuatanmu itu’.

Ayat ini menegaskan pentingnya tabayyun (klarifikasi dan verivikasi)
sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi, terutama yang
berkaitan dengan tuduhan atau dugaanntindak pidana. Quraish Shihab
menafsirkan ayat ini sebagai pedoman moral di era kontemporer, di mana
proses hukum formal sering didahului oleh berita di media sosial.® Makna

ayat ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip due process

"Kementerian Agama RI,(2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya,Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf , Q.S. Al-Hujurat: 6.

8 Bahri, S., & Sassi, K. (2025). Implementasi Prinsip Tabayyun Dalam Menangkal
Hoaks Dan Disinformasi Analisis Al-Hujurat Ayat 6 Sebagai Framework Literasi Digital
Berbasis Al-Qur’an. Jurnal Pendidikan Integratif, 6(3).
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of law, sehingga relevan dalam mengkritisi fenomena ftrial by social media

yang bertentangan dengan prinsip hukum positif di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa viralitas kasus
di media sosial cenderung mempercepat respons aparat penegak hukum.
Namun, hal ini juga menyebabkan perbedaan perlakuan antara kasus viral dan
non-viral, risiko mengabaikan prinsip due process of law, dan peningkatan
praktik pengadilan di media sosial. Tekanan opini publik digital dapat
mempengaruhi profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk independensi
hakim. Namun, demikian kajian-kajian tersebut umumnya masi membahas
fenomena ini secara terpisah dari perspektif percepatan penanganan perkara,
pembentukan opini publik, dan etika profesi. Sehingga belum menempatkan
fenomena ini sebagai proses sosial yang mempengaruhi bekerjanya sistem

peradilan pidana.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara
sistematis mengaitkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya
fenomena No Viral No Justice dengan implikasinya terhadap legitimasi hukum
dan independensi hakim di tengah tekanan opini publik digital. Hubungan
antara tingkat viralitas perkara, pola respons aparat penegak hukum, serta
pergeseran orientasi legitimasi hukum dari rule of law menuju rule of opinion
juga belum banyak dianalisis dalam satu kerangka sosiologi hukum yang

terpadu.
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Dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty)
dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi
hukum untuk mengkaji fenomena No Viral No Justice sebagai gejala sosial
yang memengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, bukan semata menilai
kepatuhan terhadap norma hukum. Kedua, penelitian ini mengombinasikan
analisis normatif tentang asas independensi hakim dengan kajian empiris
terhadap kasus viral untuk menunjukkan kesenjangan antara das sollen dan
das sein dalam praktik peradilan. Ketiga, penelitian ini menggunakan
pendekatan komparatif antara kasus viral dan non-viral untuk mengungkap
pola hubungan antara viralitas, kecepatan proses hukum, dan tekanan sosial

terhadap hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul:

“Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Fenomena No Viral No Justice
Sebagai Trial by Social Media Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

Indonesia.”

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan praktis
bagi penguatan sistem peradilan pidana di era digital agar penegakan hukum
tetap berpijak pada prinsip rule of law, bukan rule of opinion. Penelitian ini tidak
dimaksudkan untuk membuktikan benar-salahnya norma hukum positif,

melainkan untuk mengungkap problematika sosial yang memengaruhi
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bekerjanya hukum dalam masyarakat digital. Melalui pendekatan sosiologi
hukum, penelitian ini memandang hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi
sebagai realitas sosial yang hidup, dinamis, dan senantiasa dipengaruhi oleh

perubahan dan interaksi sosial di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi
bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memperkaya pemahaman
tentang hubungan antara masyarakat digital, legitimasi hukum, dan masa

depan sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Faktor-Faktor Media Sosial Yang Melatarbelakangi
Munculnya Fenomena No Viral No Justice Dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana Pengaruh Praktik Viralitas Kasus Di Media Sosial Terhadap
Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor media sosial yang mendorong
munculnya fenomena No Viral No Justice dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum.
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2. Untuk mengkaiji Praktik Viralitas Kasus di Media Sosial terhadap

Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini,sebagai berikut:

1) Kegunaan teoretis
penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi hukum,
khususnya  terkait faktor-faktor media  sosial yang
melatarbelakangi munculnya fenomena No Viral No Justice serta
dampak viralitas perkara terhadap independensi hakim dalam
sistem peradilan pidana. Secara teoretis, penelitian ini
memperjelas hubungan antara dinamika media sosial digital,
kepercayaan publik, dan pelaksaan hukum dalam praktik (law in
action), sekaligus mengkaji tantangan terhadap asas
independensi peradilan di era digital.

2) Kegunaan praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat
penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan
strategi penanganan perkara yang tetap objektif dan profesional
di tengah tekanan viralitas media sosial. Hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat mendukut penguatan independensi hakim serta

menjadi dasar pengembangan pedoman komunikasi publik dan
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literasi hukum masyarakat guna mencegah praktik trial by social

media yang berpotensi mengganggu proses peradilan.
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